PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH








A. Reviu Penelitian Terdahulu  
Hasil penelitian Tatik, (2018), dengan judul  Implementasi SAK EMKM 
(Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah) Pada Laporan 
Keuangan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM XYZ Yogyakarta). Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal. Data 
dalam penelitian ini merupakan data primer yang berasal dari sumber dokumen, 
wawancara dan observasi partisipan. Hasil peneltian menunjukkan bahwa 1) 
Laporan Posisi Keuangan yang periode 28 Februari 2018 menunjukkan total asset 
perusahaan sebesar Rp 533.546.840, liabilitas sebesar Rp 11.580.000, saldo laba 
sebesar Rp 130.917.507 dan modal sebesar Rp 391.049.333. 2). Laba bersih 
perusahaan yang menunjukkan kinerja perusahaan pada bulan Februari 2018 
sebesar Rp 130.917.507 atau 39,6% dari total omset. 3). Catatan atas laporan 
keuangan yang menyajikan gambaran umum perusahaan, pernyataan bahwa 
penyusunan laporan menggunakan SAK EMKM sebagai dasar penyusunan yang 
dgunakan, serta kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam instrument keuangan 
yang disajikan dalam laporan keuangan UMKM XYZ. 
Rahmawati & Susanti, (2018) melakukan penelitian dengan judul Kajian 
Kualitas Standar Akuntansi Keuangan Bagi Entitas Mikro, Kecil dan Menengah, 
metode pengumpulan data melalui in-depth interview. Hasilnya menunjukkan 
semua informan kurang memahami dan tidak memiliki pengetahuan tentang 
terbitnya SAK EMKM yang menjadi dasar UMKM dalam pembuatan laporan 
keuangan. Sehingga perlunya sosialisasi, pelatihan dan workshop untuk 
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membantu pelaku UMKM memiliki pengetahuan, memahami dan mengaplikasi 
SAK EMKM dalam laporan keuangannya. 
Hasil penelitian Kirowati & Amir, (2019) dengan judul Implementasi 
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) 
pada Laporan Keuangan di Era Revolusi Industri (Studi Kasus Pada UMKM di 
Kota Madiun). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
– kualitatif yang menggambarkan dan menginterprestasikan arti data-data yang 
telah terkumpul. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pelaku 
UMKM di Kota Madiun belum mengimplementasikan SAK EMKM dalam 
menyusun laporan keuangan dan belum tahu kalau Kementerian Koperasi dan 
UKM melalui Deputi Bidang Sumber Daya Manusia mengembangkan sebuah 
aplikasi yang disebut LAMIKRO (Laporan Akutansi Usaha Mikro) untuk 
membantu pelaku usaha mikro membuat sistem laporan keuangan sederhana dan 
mudah digunakan. Selain itu para pelaku UMKM masih mengalami kendala – 
kendala dalam mengimplementasikan SAK EMKM dan aplikasi. 
Farida, (2018) melakukan penelitian dnegan judul Penerapan Laporan 
Keuangan Berdasarkan Sak EMKM Pada UMKM Bita Jamur Di Desa Sidomulyo 
Kota Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Reduksi Data (reduction 
data), Penyajian Data (display data), Penarikan Kesimpulan (cocluting drawing). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa UMKM Bita Jamur belum memiliki laporan 
keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan 
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Menengah (SAK EMKM). UMKM Bita Jamur hanya membuat pencatatan 
keuangan sederhana yaitu mencatat jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas 
Penelitian Shonhadji & Djuwito, (2017) dengan judul Penerapan 
Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Berdasarkan SAK 
EMKM di Surabaya. Dalam melakukan analisis data yaitu menggunakan beberapa 
tahap yaitu: Tahap pencatatan merupakan pencatatan transaksi yang bersumber 
pada bukti transaksi. Tahap ini meliputi penjurnalan dan pemindah bukuan. 
Penjurnalan merupakan tahap meringkas transaksi dan menentukan posisi debet 
kredit pada akun-akun yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kendala yang dihadapi mitra adalah mitra belum memiliki pembukuan yang 
terstruktur dan terkodifikasi dalam laporan keuangan yang baik sesuai standar 
EMKM. Selain itu, mitra belum mampu mengidentifikasi kebutuhan penambahan 
modal kerja melalui penyisihan pendapatan atau pengajuan kredit bank. Pemilihan 
dasar EMKM karena SAK EMKM mengijinkan entitas untuk menyajikan laporan 
laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan 
ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi seperti yang 
saat ini dialami oleh mitra. 
B. Tinjauan Pustaka 
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi 
terutama di indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan 
banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan 
kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu UMKM dapat dijadikan 
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sebagai sumber pendapatan khususnya didaerah pedesaan dan rumah tangga 
berpendapatan rendah.  
Definisi UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1: Usaha mikro adalah usaha 
produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang 
memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang 
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan 
merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar 
yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi 
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan 
bersih atau hasil penjualan tahunan.  
Definisi UMKM menurut Kementrian Koperasi dan UMKM dalam 
Aufar (2014:8) : Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI) adalah 
entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 
200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki 
penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha 
Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang 
memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 
10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.  
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Definisi UMKM menurut Bank Indonesia dalam Aufar (2014:9) : Usaha 
kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk 
badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau 
badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak 
perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung 
maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki 
kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan 
bangunan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 200.000.000 per 
tahun, sedangkan usaha menangah, merupakan usaha yang memiliki kriteria 
aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industry manufaktur (Rp. 
200.000.000 s.d. 8 Rp. 500.000.000) dan non manufaktur (Rp. 200.000.000 
s.d. Rp. 600.000.000). Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa 
UMKM adalah usaha milik orang perorangan badan usaha yang bukan 
merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki 
modal usaha yang memiliki batasanbatasan tertentu. 
Peran UMKM tidak dapat di ragukan lagi dalam mendukung peningkatan 
pendapatan masyarakat tetapi pengertian dari UMKM tersebut masih 
beragam. Makna dari UMKM sendiri berbeda beda. Definisi yang berkaitan 
dengan UMKM antara lain menurut:  
a. Ketentuan undang undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan 
kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor 
44 tahun 1997 tentang kemitraan, dimana pengertian UMKM adalah 
sebagaimana di atur Undang- undang No. 20 tahun 2008 UMKM adalah 
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usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahan atau 
bukan cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung 
maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 
memenuhi kriteria usaha kecil. 
b. Menurut badan Pusat Statistik tahun 2003 mendefinisikan UMKM 
menurut 2 kategori yaitu: 
1) Menurut omset. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai aset tetap 
kurang dari Rp. 200.000.000 dan omset pertahun kurang 
Rp.1.000.000.000  
2) Menurut jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah usaha yang 
mempunyai tenaga kerja sebanyak 5 sampai 9 orang tenaga kerja. 
Industri rumah tangga adalah industri yang memperkerjakan kurang 
dari 5 orang. UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang 
kecil atau nilai kekayaan (aset) yang kecil dan jumlah pekerja yang 
kecil (terbatas), nilai modal (aset) atau jumlah pekerjaannya sesuai 
definisi yang diberikan oleh pemerintah atau intitusi lain dengan tujuan 
tertentu (Sukirno, 2004: 365) 
3) Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM adalah 
kelompok industri kecil modern, industri tradisional, dan industri 
kerajinan yang mempunyai investasi modal untuk mesinmesin dan 
peralatan sebesar Rp.70.000.000,00 ke bawah dan usahanya dimiliki 
oleh warga Negara Indonesia. 
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4) Menurut Suprapti (2005:48) UMKM adalah badan usaha baik 
perorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak 
termasuk tanah dan bangunan) sebanyak Rp. 200.000.000,00 dan 
mempunyai hasil penjualan pertahun sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 
dan berdiri sendiri. 
2. Karakteristik UMKM  
 Kriteria UMKM dalam Ketentuan UU. Republik Indonesia No.20 Tahun 
2008:  
a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 
1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah) 
b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 
1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 
(dua milyar lima ratus juta rupiah)  
c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 
1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 
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(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau 
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua 
milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 
50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).  
 Ciri-ciri usaha kecil menurut Mintzerg dkk, (dalam situmorang, 2003:5) 
adalah: 
a. Kegiatan cenderung tidak normal dan jarang yang mempunyai rencana 
bisnis. 
b. Struktur organisasinya bersifat sederhana. 
c. Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar. 
d. Kebanyakan tidak memiliki pemisahan antara kekayaan pribadi dan 
perusahaan. 
e. Sistem Akuntansi yang kurang baik, dan kadang-kadang tidak memiliki. 
f. Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya. 
g. Marjin keuntungan sangat tipis. 
h. Kemampuan pasar serta divervikasi pasar cenderung terbatas. 
i. Keterbatasan modal sehingga tidak mampu memperkerjakan manajer 
manajer profesional 
 Hal ini menyebabkan kelemahan manajerial yang meliputi kelemahan 





3. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan 
usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM). Beberapa kesimpulan, 
setidaktidaknya hipotesis telah ditarik mengenai hal ini. Pertama, pertumbuhan 
ekonomi yang sangat cepat sebagaimana terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan 
besaran sektor usaha kecil. Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika 
Serikat sejak perang dunia II, sumbangan UMKM ternyata tak bisa diabaikan 
(D.L. Birch, (1979) dalam (Tambunan & TH, 2002)). 
Negara-negara berkembang yang mulai mengubah orientasinya ketika 
melihat pengalaman-pengalaman di negara-negara tentang peranan dan 
sumbangsih UMKM dalam pertumbuhan ekonomi. Usaha mikro kecil menengah 
(UMKM) memainkan peran-peran penting didalam pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi 
juga di negara-negara maju. Pada negera maju UMKM sangat penting tidak hanya 
karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja 
dibandingkan dengan usaha besar. Pada negara berkembang, khususnya Asia, 
Afrika, dan Amerika Latin, UMKM juga berperan sangat penting khususnya dari 
perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, 
distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Serta pembangunan ekonomi 
pedesaan (Tambunan & TH, 2002). Apabila dilihat dari kontribusinya terhadap 
Produk Domestik Bruto (PDB) dan Ekspor Non-Migas, khususnya produk-produk 
manufaktur, dan inovasi serta pengembangan teknologi, peran UMKM di NSB 
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relative rendah, dan ini sebenarnya perbedaan yang paling mencolok dengan 
UMKM di negara maju. 
4. Masalah yang di hadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah  
Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai 
macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalahmasalah tersebut tidak 
bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi 
juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor 
atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama 
(Tambunan & TH, 2002). Meski demikian masalah yang sering dihadapi oleh 
usaha mikro dan kecil menurut (Tambunan & TH, 2002)  
a. Kesulitan pemasaran  
Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi 
perkembangan usaha mikro dan kecil. Salah satu aspek yang terkait 
dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar 
domestic dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di 
pasar ekspor. 
b. Keterbatasan Financial  
Usaha mikro dan kecil, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah 
utama dalam aspek financial : mobilitas modal awal (starup capital) 
danakses ke modal kerja, financial jangka panjang untuk investasi yang 





c. Keterbatasan SDM  
Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi 
banyakusaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspekaspek 
enterpreunership, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, 
engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, data 
processing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Keterbatasan ini 
menghambat usaha mikro dan kecil Indonesia untuk dapat bersaing di 
pasar domestik maupun pasar internasional. 
d. Masalah bahan baku  
Keterbatasan bahan baku dan input-input lainnya juga sering menjadi salah 
satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi 
bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Keterbatasan ini 
dikarenakan harga baku yang terlampau tinggi sehingga tidak terjangkau 
atau jumlahnya terbatas 
e. Keterbatasan teknologi  
Usaha mikro dan kecil di Indonesia umumnya masih menggunakan 
teknologi lama atau tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-
alat produksiyang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak 
hanya membuat rendahnya total factor productivity dan efisiensi di dalam 
proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat.  
5. Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah  
Perkembangan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pertanyaan menjadi 
lebih baik (Thoha, 2005). Pengertian pengembangan tersebut memiliki dua unsur, 
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yaitu : (1) pengembangan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau 
pernyataan dari suatu tujuan, (2) pengembangan itu bisa menunjukkan kepada 
perbaikan atas sesuatu. Menurut Bennis dalam Sutarto, (2005) pengembangan 
adalah suatu jawaban terhadap perubahan, suatu strategi pendidikan yang 
kompleks yang diharapkan untuk merubah kepercayaan, sikap, nilai dan susunan 
organisasi, sehingga organisasi dapat lebih baik menyesuaikan dengan teknologi, 
pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari perubahan itu 
sendiri.  
Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan pengembangan 
UMKM adalah suatu tindakan atau proses untuk memajukan kondisi UMKM ke 
arah yang lebih baik, sehinga UMKM dapat lebih baik menyesuaikan dengan 
teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari 
perubahan yang terjadi. Pengembangan usaha miko kecil dan menengah (UMKM) 
merupakan komponen penting dalam program pembangunan nasional untuk 
meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. 
Adapun yang menjadi sasaran dalam upaya pengembangan dan pembinan 
UMKM, yaitu : 
a. Tercapainya lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas 
b. Tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat 
c. Terwujudnya UMKM yang semakin efesien dan mampu berkembang 
mandiri 
d. Terwujudnya penyebaran industri yang merata 
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e. Tercapainya peningkatan kemampuan UMKM dalam aspek penyediaan 
produk jadi, bahan baku baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.  
Inti dari pembinaan dan pengembangan UMKM pada dasarnya terletak pada 
upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya sumber 
daya manusia yang bermutu, maka UMKM akan dapat tumbuh dan berkembang 
menjadi UMKM yang tangguh. 
6. Pembangunan UMKM 
Menurut (Harimurti, 2008) UMKM pada umumnya memiliki peranan 
penting dalam struktur perekonomian. Namun demikian, secara historis struktural 
pola pertumbuhan industri kecil menimbulkan kondisi yang kurang baik. Masalah 
utama yang terjadi adalah dualisme ekonomi yang makin lebar dan dikotomi 
industri berskala besar dan kecil. Untuk itu yang dapat ditempuh pemerintah 
adalah merumuskan beberapa langkah kebijaksanaan yaitu: 
a. Mengembangkan industri kecil, termasuk didalamnya industri kerajinan, 
industri rumah tangga serta industri formal dan tradisional yang dilakukan 
melalui peningkatan sentra-sentra industri. 
b. Meningkatkan pertumbuhan industri kecil agar mampu berkembang 
kearah vertikal, dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian usaha 
dan hasilnya. Hal itu dilakukan melalui perkembangan profesionalisme 
dan kewirausahawan pengusaha industri kecil serta bantuan modal, 
peralatan dan binaan. 
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c. Mengembangkan industri kecil di daerah-daerah yang relatif masih 
tertinggal yang dilandasi kelayakan ekonomi dengan memperhatikan 
kendala yang ada. 
d. Meningkatkan perluasan usaha kecil melalui pengembangan program 
keterkaitan dan penyempurnaan iklim usaha investasi. 
Untuk pengembangan diperlukan keterkaitan dari berbagai pihak. Kalau 
digambarkan untuk membina bagi pengembangan untuk industri kecil paling tidak 
ada empat komponen yaitu: Pemerintah, organisasi usaha (KADID), Litbang 
perusahaan dan Universitas (Pusat Penelitian). Atas dasar menyukseskan tugas 
binaan usaha kecil agar dapat lebih berperan maka tugas yang dilakukan oleh 
Perguruan Tinggi adalah: 
a. Mengkaji tentang profil usaha kecil. Kendala-kendala dan peluang 
pengembangannya termasuk data base dan klarifikasi, konsentrasi dan 
penyebaran. 
b. Pengkajian tentang proses tranformasi dari usaha kecil menjadi usaha 
menengah dan mantap. 
c. Pengkajian tentang pembinaan yang dilakukan sekarang (perkreditan, 
fasilitas bersama dan sebagainya) 
d. Pengkajian tentang alternatif pembinaan melalui pelatihan atau konsultasi, 
inkubator dan modal ventura. 
e. Pengkajian tentang pola pemberian perlindungan dan subsidi yang tepat. 
f. Pengkajian tentang kebijakan dan makro yang kondusif untuk 
mengembangkan usaha kecil. 
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Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan 
industri kecil merupakan langkah-langkah untuk memperkuat kondisi industri 
kecil sehingga dapat tubuh dan berkembang, maka disini peran Pemerintah dan 
lembaga yang terkait sangat diperlukan dalam melakukan pembinaan kearah yang 
lebih baik. 
7. Standar Akuntansi Keuangan 
a. Standar Akuntansi Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi keuangan di Indonesia disusun 
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berada dibawah 
naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Harahap, (2008) dalam 
Yelitasari, (2016) mengatakan bahwa standar akuntansi keuangan di 
Indonesia merupakan pedoman bagi siapa saja dalam menyusun laporan 
keuangan yang akan diterima oleh umum. Secara garis besar ada empat hal 
pokok yang diatur dalam standar akuntansi keuangan yaitu :  
1) Pengukuran atau Penilaian  
Pengukuaran (measurement) atau penilaian (evaluation) adalah 
penentuan jumlah rupiah (cost) suatu transaksi yang harus dicatat. 
Standar akuntansi memberikan pedoman dasar-dasar pengukuran yang 
dapat digunakan untuk menentukan berapa jumlah rupiah yang harus 
diperhitungkan dan dicatat pertama kali dalam suatu transaksi atau 
berapa rupiah yang harus dilekatkan pada suatu pos laporan keuangan. 
Pengukuran lebih berrhubungan dengan masalah penentuan jumlah 
rupiah (cost) yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi. 
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Penilaian lebih berhubungan dengan masalah berapakah jumlah yang 
harus ditetapkan untuk tiap pos laporan pada tanggal laporan.  
2) Definisi elemen dan pos laporan keuangan  
Standar akuntansi memberikan batasan (definisi) pengertian istilah atau 
nama-nama yang digunakan laporan keuangan agar tidak terjadi 
kesalahan klasifikasi penyusunan dan kesalahan oleh pemakai. Dengan 
batasan tersebut setiap transaksi akan dimasukkan ke dalam elemen dan 
pos yang tepat. Elemen laporan keuangan terdiri atas aktiva (asset), 
utang (liabilities), modal (capital), pendapatan (revenue), biaya 
(expense), rugi (loss), dan laba (net income). Pos laporan merupakan 
rincian dari tiap elemen tersebut. Batasan tersebut diperlukan laporan 
keuangan banyak menggunakan istilah atau nama-nama yang 
digunakan sehari-hari yang sudah terlanjur mempunyai arti umum. Hal 
ini sering menimbulkan salah arti dipihak pemakai, karena pemakai 
cenderung mengartikan istilah dengan pengertian umum yang sering 
kali berbeda dengan arti yang dimaksudkan dalam laporan keuangan. 
Karena itu pemakai laporan hendaknya mengartikan istilah sesuai 
dengan pengertian yang didefinisi dalam prinsip akuntansi 
3) Pengakuan  
Pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat 
atau tidak. Prinsip akuntansi mengatur tentang pengakuan ini dengan 
memberikan beberapa kriteria pengakuan yaitu syarat-syarat apakah 
yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat diakui. 
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4) Pengungkapan atau penyajian 
Pengungkapan bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu 
informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan 
Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) adalah entitas tanpa 
akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam standar 
akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, yang memenuhi definisi 
dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidak-tidaknya 
selama 2 tahun berturut-turut (SAK EMKM, 2016). Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) terbukti mendorong dan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi nasional secara berkesinambungan. Menurut UU nomor 20 tahun 2008 
pasal 3 tentang UMKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan 
menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun 
perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. SAK 
EMKM telah resmi diluncurkan oleh Wakil Preside Republik Indonesia, Jusuf 
Kalla (JK) pada tanggal 8 Desember 2016, berlaku efektif per 1 januari 2018. 
SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana 
dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum 
dilakukan oleh EMKM.  
Dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis, sehingga EMKM 
cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya. Kehadiran SAK 
EMKM ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM di Indonesia dalam 
menyusun laporan keuangan sehingga memudahkan para pelaku UMKM 
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mendapatkan akses pendanaan dan berbagai lembaga keuangan. Selain itu, SAK 
EMKM ini juga diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan pengembangan 
pedoman atau panduan akuntansi untuk UMKM yang bergerak diberbagai jenis 
bidang usaha. 
b. Kas Basis dan Akrual Basis  
Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang berhubungan 
dengan waktu kapan pengukuran pengakuan transaksi dilakukan. Dalam 
akuntansi ada 2 basis yang sering digunakan untuk mencatat untuk 
mencatat terjadinya suatu transaksi yaitu basis kas dan basis akrual. Basis 
kas (cash Basis) adalah metode pencatatan akuntansi yang mengakui 
terjadinya transaksi saat kas atau setara kas diterima dan dikeluarkan. 
Basis akrual (accrual basis) basis akuntansi yang mengakui pengaruh 
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi 
tanpa memperhatikan saat kas itu diterima atau dikelauarkan. Laporan 
keuangan yang dihasilkan dari metode kas basis biasanya terdiri dari kas 
dan kekayaan pemilik sedangkan laporan keuangan yang dihasilkan dari 
metode akrual basis mengakui adanya piutang dan utang (Rahayu, 2014)  
Laporan keuangan berbasis kas dan berbasis akrual masing-masing 
mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang terdapat pada 
laporan keuangan dengan menggunakan basis kas yaitu laporan keuangan 
yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat 
laporan tersebut (real). Sedangkan kekurangannya yaitu sulitnya 
manajemen untuk menentukan suatu kebijakan kedepannya, karena selalu 
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berpatokan pada kas. Kelebihan yang terdapat pada laporan keuangan 
berbasis akrual yaitu memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi 
keuangan, karena selain mencatat transaksi penerimaan kas dan 
pengeluaran kas juga mencatat jumlah piutang dan hutang. Sedangkan 
kekurangannya terletak pada laporan keuangan yang relatif lebih mudah 
untuk dimanipulasi.  
SAK EMKM (2016) menyatakan bahwa salah satu asumsi dasar yang 
yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan adalah dasar 
akrual. DSAK IAI memutuskan untuk mempertahankan asumsi dasar 
akrual karena asumsi dasar tersebut konsisten dengan Kerangka 
Konseptual Pelaporan keuangan, dan konsisten dengan asumsi dasar yang 
digunakan dalam SAK lainnya. Laporan keuangan yang disusun dengan 
dasar akrual akan menghasilkan informasi keuangan yang lebih 
merepresentasikan dengan tepat kondisi dan aktivitas bisnis entitas selama 
dan pada akhir dari suatu periode pelaporan, sehingga membantu penguna 
laporan keuangan. Selain itu Permana & Wiratmaja, (2016) menyatakan 
bahwa penggunaan accrual basis lebih mencerminkan kondisi sebuah 
entitas.  
Dari uraian paragraf di atas, bahwa aspek penilaian pertama yang akan 
dilakukan yaitu dilihat dari metode atau basis yang digunakan pelaku 
UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Jika UMKM dalam 
mencatat laporan keuangannya menggunakan basis akrual, maka UMKM 
tersebut relatif siap dalam rangka implementasi SAK EMKM. Sebaliknya 
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jika UMKM dalam mencatat laporan keuangannya menggunakan basis kas 
maka UMKM tersebut relatif belum siap dalam implementasi SAK 
EMKM, karena SAK EMKM menggunakan asumsi dasar akrual yang 
membuat UMKM perlu menyesuaikan.  
c. Konsep Entitas Bisnis atau Kesatuan Usaha  
Dalam akuntansi konsep entitas bisnis atau kesatuan usaha menjadi hal 
yang penting karena bertujuan supaya transaksi perusahaan tidak 
dicampuradukkan. Suwardjono, (2008) menyatakan bahwa, perusahaan 
dikatakan sebagai kesatuan usaha ialah apabila perusahaan itu merupakan 
suatu kesatuan atau badan ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas 
namanya sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain 
yang menanamkan dana dalam perusahaan. Implikasi dari konsep ini 
adalah bahwa suatu unit ekonomi tertentu harus dibedakan keuangannya 
dengan unit ekonomi yang lain. Keuangan perusahaan harus terpisah dari 
keuangan direktur utama, karyawan, atau keuangan pemilik.  
SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis 
sebagai salah satu asumsi dasar. Untuk dapat menyusun laporan keuangan 
berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan 
pribadi pemilik dengan kekayaan hasil usaha suatu entitas. DSAK IAI 
menegaskan bahwa, dalam hal entitas tidak memenuhi asumsi dasar 
konsep entitas bisnis ini, meskipun telah memenuhi persyaratan kualitatif 
dan kuantitatif dalam SAK EMKM, maka entitas tersebut memiliki opsi 
untuk tidak menerapkan SAK EMKM (SAK EMKM, 2016)  
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Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa kesiapan UMKM untuk 
mengimplementasikan SAK EMKM ini dinilai dari konsep entitas bisnis. 
Jika pelaku UMKM belum dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik 
dengan kekayaan hasil usaha entitas, maka usaha tersebut tidak memenuhi 
konsep entitas bisnis. UMKM tersebut dinilai tidak siap untuk 
mengimplementasikan SAK EMKM. Sebaliknya, jika UMKM tersebut 
sudah memisahkan kekayaannya maka UMKM tersebut siap untuk 
mengimplementasikan SAK EMKM.  
8. Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
a. Definisi Laporan Keuangan  
Menurut SAK Umum (2012), Laporan keuangan merupakan bagian dari 
proses pelaporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, 
laporan perubahan posisi keuangan , catatan dan laporan lain serta materi 
penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 
Kemudian Pratama & Haryanto, (2014) mengemukakan laporan keuangan 
adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang 
posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai 
dalam periode tertentu. 
b. Tujuan Laporan Keuangan  




1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 
serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi 
sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. 
2) Laporan keuangan yang disusun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 
bersama bagi para penggunanya yang secara umum menggambarkan 
pengaruh keuangan dari kejadian dimasa lalu. 
3) Laporan keuangan menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen 
(stewardship), atas pertanggung jawaban manajemen. Dalam SAK 
EMKM (2016:3), tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan 
informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat 
bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik 
oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta lapoaan keuangan 
khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut 
c. Macam-macam Laporan Keuangan  
Menurut SAK EMKM (2016), laporan keuangan terdiri dari: 
1) Laporan Posisi Keuangan Ruang lingkup laporan posisi keuangan ini 
menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada 
akhir periode. Pos-pos yang disajikan laporan keuangan dalam SAK 
EMKM mencakup kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, 
utang usaha, utang bank dan ekuitas. 
2) Laporan Laba Rugi Ruang lingkup laporan laba rugi ini menyajikan 
semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Pos-pos 
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yang disajikan pada laporan laba rugi dalam SAK EMKM meliputi 
pendapatan, beban keuangan dan beban pajak. 
3) Catatan atas Laporan Keuangan ruang lingkup dari catatan atas laporan 
ini mengatur prinsip yang mendasari informasi tersebut disajikan. 
Informasi yang disajikan dalam catatan laporan keuangan meliputi 
suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan 
SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, informasi tambahan dan 
rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material 
sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan 
keuangan. 
d. Posisi Laporan Keuangan  
Neraca atau balance sheet merupakan salah satu laporan keuangan yang 
terpenting bagi perusahaan. Setiap perusahaan diharuskan untuk 
menyajikan laporan keuangan dalam bentuk neraca. Neraca biasanya 
disusun pada periode tertentu, misalnya 1 tahun. Namun neraca juga dapat 
dibuat pada saat tertentu untuk mengetahui kondisi perusahaan saat ini bila 
diperlukan. Biasanya hal ini sering dilakukan pihak manajemen untuk 
dalam kondisi perusahaan pada saat tertentu. Pengertian neraca menurut 
Kasmir (2010) adalah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal 
tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah 
total ekuitas pemilik. 
Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa neraca merupakan 
ringkasan laporan keuangan, artinya laporan keuangan disusun secara garis 
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besarnya dan tidak mendetail. Kemudian neraca juga menunjukkan posisi 
keuangan berupa aktiva (harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan 
(ekuitas) pada saat tertentu. Neraca dapat dibuat untuk mengetahui kondisi 
(jumlah dan jenis) harta, utang, dan modal perusahaan. Pada tanggal 
tertentu, maksudnya neraca dibuat dalam waktu tertentu setiap saat 
dibutuhkan, namun yang pasti, biasanya akhir tahun atau kuartal. 
Komponen atau isi yang terkandung dalam suatu aktiva dibagi ke dalam 
tiga bagian, yaitu: 
1) Aktiva lancar. 
2) Aktiva tetap. 
3) Aktiva lainnya. 
Kemudian kewajiban (utang) dibagi ke dalam dua jenis, yaitu: 
1) Kewajiban lancar (utang jangka pendek). 
2) Utang jangka panjang. 
Adapun komponen modal terdiri dari: 
1) Modal setor. 
2) Laba yang ditahan. 
Posisi aktiva pada neraca disajikan pada sisi kanan secara berurutan dari 
atas ke bawah untuk neraca berbentuk skontro (account form). Sisi kanan 
terdiri aktiva dan sisi kiri terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Adapun untuk 
neraca yang berbentuk laporan (report form) penyusunannya dimulai dari 
atas secara berurutan ke bawah yaitu dimulai dari aktiva, kewajiban, dan 
ekuitas. Penyusunan neraca dimulai dari yang paling likuid (lancar), yaitu 
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mulai dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Komponen yang 
terkandung dalam aktiva lancar adalah kas, bank, surat-surat berharga, 
piutang, persediaan, dan lainnya. Kemudian aktiva tetap dibagi dua, aktiva 
tetap berwujud dan tidak berwujud. Komponen dalam aktiva tetap 
berwujud seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, dan 
lainnya, sedangkan dalam aktiva tidak berwujud seperti paten, goodwill, 
opsi, dan lainnya. Dan posisi yang paling bawah diisi oleh aktiva lainnya, 
artinya tidak tergolong aktiva lancar maupun aktiva tetap. Sebagai contoh 
bangunan dalam proses, piutang jangka panjang, tanah dalam 
penyelesaian, uang jaminan, dan lainnya. 
9. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK 
EMKM)  
Ikatan Akuntan Idonesia (IAI) pada tahun 2009 telah meluncurkan Standar 
Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). 
Sesuai dengan namanya maka sasaran pengguna dari standar ini adalah 
entitas yang tidak memiliki tanggung jawab akuntabilitas kepada publik. 
Dengan adanya SAK ETAP, maka perusahaan yang masuk dalam kriteria 
UMKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan 
SAK umum yang berlaku. SAK ETAP tidak mengacu pada SAK umum, 
tetapi sebagian besar menggunakan dasar pengukuran biaya historis dan 
nilai wajar. IAI telah menetapkan SAK ETAP untuk dijadikan pedoman 
dalam laporan keuangan bagi UMKM. SAK ETAP bertujuan untuk 
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menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan 
memnberikan kemudahan akses UMKM pendanaan dari perbankan .  
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK 
EMKM) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti 
mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara 
berkesinambungan. Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 pasal 3 tentang 
UMKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan 
mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian 
nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. SAK EMKM 
telah resmi diluncurkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf 
Kalla (JK) pada tanggal 8 Desember 2016, berlaku efektif per 1 Januari 
2018.  
SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana 
dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum 
dilakukan oleh EMKM. Dasar pengukurannya murni menggunakan biaya 
historis, sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya 
perolehannya. Kehadiran SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu 
pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan sehingga 
memudahkan para pelaku UMKM mendapatkan akses pendanaan dan 
berbagai lembaga keuangan. Selain itu, SAK EMKM ini juga diharapkan 
dapat menjadi dasar penyusunan dan pengembangan pedoman atau 




Entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual. 
Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai asset, liabilitas, ekuitas, 
penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan 
untuk masing-masing pos-pos tersebut (DSAK:2016:2). Pada saat 
menyusun laporan keuangan, manajemen menggunakan SAK EMKM 
dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan 
usahanya di masa depan (kelangsungan usaha) (DSAK: 2016:2). Entitas 
menyusun laporan keuangan berdasarkan konsep entitas bisnis. Entitas 
bisnis, baik yang merupakan usaha perorangan, badan usaha yang tidak 
berbadan hukum, maupun badan usaha yang berbadan hukum, harus dapat 
dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan 
entitas-entitas lainnya (DSAK:2016:2).  
Penyajian wajar dari laporan keuangan sesuai dipersyaratan SAK EMKM 
dan pengertian laporan keuangan yang lengkap untuk entitas. 
(DSAK:2016:3). Elemen dalam penyajian wajar laporan keuangan 
mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan: 
(DSAK:2016: 3):  
a. Relevan  
b. Representasi tepat  
c. Keterbandingan  
d. Keterpahaman  
Entitas yang laporan keuangannya yang telah patuh terhadap SAK EMKM 
membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan 
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terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan 
(DSAK:2016:3). Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan 
pada akhir setiap periode pelaporan, termasuk informasi komparatifnya 
(DSAK:2016:3). Laporan keuangan minimum terdiri dari (DSAK:2016:3): 
a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode  
b. Laporan laba rugi selama periode  
c. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian pos-
pos tertentu yang relevan. 
 
